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BAB IV 

KOMPARASI DAN ANALISIS PANDANGAN IMAM SYAFI’I 

DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS ANAK YANG 

LAHIR SETELAH ISTRI DITALAK AKIBAT PENGINGKARAN 

 

 

A.  Persamaan Pandangan Imam Sha>fi’i> dan Hukum Positif Tentang Status Anak 

Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran. 

        Dari beberapa uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengetahui 

bahwa terdapat kesamaan antara pandangan Imam Asy-Sya>fi’i> dan Hukum 

Positif yakni : 

1. Mengenai tata cara penyelesaian jika seorang suami mengingkari status 

anak yang dilahirkan oleh istrinya. Bahwasanya ketika seorang suami 

menyangkal atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka 

seorang suami harus membuktikan bahwa apa yang dia tuduhkan itu benar. 

Setelah itu seorang laki-laki harus melakukan sumpah li’an, yakni suatu 

kalimat tertentu yang di ucapkan oleh seorang suami ketika dia menuduh 

istrinya berzina atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, 

dengan mengucapkan empat kalimat sumpah dengan menyebut nama 

Allah SWT bahwa apa yang dituduhkan adalah benar, dan dilanjutkan 

dengan sumpah yang kelima, yakni disertai dengan laknat Allah SWT 
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apabila yang dituduhkan itu salah atau dusta. Hal ini bisa kita lihat dari 

penjelaan dalam al-Qur’an Surat An-Nur ayat 6-7 : 

                           

                       

               

 

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal 
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, 
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) 
yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-
orang yang berdusta.” (Q.S An-Nur :6-7).

1
 

 

Sedangkan tata cara li’an dalam hukum Positif dijelaskana dalam Pasal 

127 Kompilasi Hukum Islam yang mana proses dan caranya sama dengan 

apa yang di atur dalam Surat An-Nur ayat 6-7 : 

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 

pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-

kata “laknat Allah SWT atas dirinya apabila tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut dusta”. 

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan 

sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 

murka Allah SWT atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut benar”. 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah,. 544. 
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c. Tata cara pada huruf a dan b merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan. 

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, 

maka dianggap tidak terjadi li’an. 

2. Mengenai pelaksanaan sumpah li’an. Asy-Sya>fi’i> rahhimatullah berkata : 

Di riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melakanakan 

li’an antara dua orang suami istri di atas mimbar. Maka apabila hakim 

melakanakan di antara dua orang suami istri di Mekkah hendaklah dia 

melaksanakan li’an itu di antara maqam Ibrahim dan Baitulllah, dan 

apabila hakim melaksanakan li’an di Madinah hendaklah dilaksanakan di 

antara keduanya di atas mimbar.
2
 Selain itu juga li’an  harus di ucapkan di 

depan seorang hakim. Hal ini di dasarkan pada hadits riwayat Ibnu Abbas 

ra., Ibnu mas’ud ra., dan Sahl bin Sa’ad  berikut ini : 

اِنَّ النَّبَِّ عَلَيْوِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا م حِيَْْ حَكَمَ باِ للِّعَا نِ بَ يَْْ اْ لمتَُلَا عِنِيَْْ قَالَ اِنْ جَاءَتْ بِوِ 
هَا . عَلَى صِفَةِ كَذَا فَمَا اَراَهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَي ْ

 

Artinya : 

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, ketika memutuskan perkara li’an  

di antara dua orang yang saling berli’an, beliau bersabda : “Jika istri 

melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian, maka aku berpendapat 

bahwa tidak lain suami benar terhadap tuduhanya”.3 

 

                                                             
2 Al-Imam-As-Sya>fi’I R.A, Terjemah Al-Umm (kitab Induk) Jilid IX, 83 
3 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid II, 596. 
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        Dalam hukum Positif, juga dijelaskan mengenai pelakanaan 

sumpah li’an, yakni terdapat dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum 

Islam, yang mana dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa li’an hanya 

sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pasal 44 ayat 2 dijelaskan “pengadilan memberikan keputusan tentang 

sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.” 

B.  Perbedaan Pandangan Imam Sha>fi’i> dan Hukum Positif Tentang Status Anak 

Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran. 

        Mengenai perbedaan antara pandangan Imam Asy-Sha>fi’i> dan Hukum 

Positif tentang status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran 

yakni terletak pada status anak serta akibat hukum pada anak yang diingkari 

oleh suami. Selanjutnya akan dibahas dibawah ini : 

1. Dalam Hukum Islam khsusnya menurut pandangan Imam Asy-Sya>fi’i> 

mengenai status anak yang diingkari oleh suami, maka anak tersebut 

berstatus sebagai anak zina (anak luar perkawinan yang sah). Hal ini 

dikarenakan ketika seorang suami sudah membuktikan bahwa anak 

tersebut bukan dari hasil buah persetubuhanya, melainkan hasil 

persetubuhan dengan laki-laki lain dan di antara suami istri telah 

melakukan sumpah li’an dihadapan hakim secara sempurnah, maka  anak 

yang diingkari oleh seorang suami tersebut berstatus sebagai anak zina 

(anak luar perkawinan yang sah) yang mana anak tersebut nantinya 
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hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Hal ini di 

dasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: 

ني نافع عن ابن عمر ان النبي شنا ما لك قا ل حد شني يحي بن بكير حد شحد 
صىلى الله عليو وسلم لَا عَنَ بَ يَْْ رَ جُلٍ وَامْرَ أَ توِِ فَا نْ تَ فَى مِنْ وَلدِ ىَا فَ فَرَّ قَ 

نَ هُمَا  .وَأَ ْ ََ  اْ للَ لَدَ باِْ لمرَْأَةِ , بَ ي ْ
 

Artinya: Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi’, dari ibnu 

umar ra. bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Menangani perkara 

seorang suami yang meli’an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, 

sehingga Nabi Muhammad SAW memisahkan antara keduanya dan 

mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang dili’an).
4
 

 

       Sedangkan dalam hukum Positif, sebenarnya sama dalam masalah 

penyelesaian pengingkaran status anak, hanya saja dalam hukum Positif 

memberikan akibat hukum yang berbeda dalam masalah status anak 

yang diingkari oleh seorang laki-laki (suami). Ketika seorang suami 

sudah membuktikan di muka persidangan dan di antara suami istri telah 

melakukan sumpah li’an  dimuka persidangan dengan sempurnah, maka 

hakim akan memisahkan di antara keduanya dan mengikutkan nasab 

anak pada ibu dan keluarga ibunya saja ( anak luar kawin pasal 43). 

       Meskipun anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin, tetapi 

Undang-undang memberikan akibat hukum lain pada anak tersebut. 

Akibat hukum lain yang diberikan oleh Undang-undang semata-mata 

untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dikarenakan anak  

                                                             
4 Al Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 220. 
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yang  dilahirkan diluar perkawinan seringkali  mendapatkan  perlakuan  

yang tidak  adil  dan  stigma  ditengah-tengah masyarakat. 

       Akibat hukum lain tersebut adalah seorang anak masih bisa 

mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah dengan anak 

tersebut. Hubungan darah antara sorang laki-laki dan anak dalam istilah 

hukum Positif di namakan hubungan secara biologis. Hal ini didasarkan 

pada Pasal 43, yang telah mengalami yudicial riview dengan dikeluarnya 

putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 

17 februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya."  

       Dari ketentuan tersebut di atas maka anak luar kawin bisa 

mempunyai hubungan secara biologis dengan seorang laki-laki apabila 

secara ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan bahwa seorang 

anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. 

2. Hal lain yang membedakan antara pandangan Imam Sya>fi’i> dan Hukum 

Positif adalah mengenai hak yang diperoleh  seorang anak yang diingkari 

oleh seorang suami. Menurut Imam Sya>fi’i> seorang anak yang diingkari 

oleh suami maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina yang mana 
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anak tersebut tidak mendapatkan hak apapun dari seorang laki-laki, baik 

dari seorang suami yang mengingkari ataupun dari laki-laki yang mezinai 

(ayah biologis).  

       Menurut mażhab Sya>fi’i> bahwa anak luar nikah merupakan  

ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak  

mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak  

biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila  perempuan,  dengan  

dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya 

nasab bagi anak yang lahir diluar nikah, seperti kewarisan dan 

sebagainya.
5
 

       Berbeda dalam hukum Positif, meskipun anak yang diingkari oleh 

suami berstatus sebagai anak luar kawin tetapi Undang-undang masih 

memberikan hak yang dapat diterima oleh si anak dari ayah biologisnya. 

Hak tersebut berupa pembiayaan yang diberikan oleh ayah biologisnya 

pada anak tersebut.  

       Perlu diketahui bahwa Undang-undang memberikan hak pada anak 

luar kawin kepada ayah biologisnya semata-mata untuk memberikan 

perlindungan  dan  pemeliharaan  dari  orang tuanya,  di  saat  fase  

primer pertumbuhannya, karena seorang  anak memerlukan  nafkah  

hadhanah  yang  layak sehingga  ia  dapat  bertahan  hidup. Hal ini sesuai 

apa yang di atur dalam Undang-undang Hukum Perdata Pasal 867 ayat 

(2) tentang pemberian hak nafkah bagi anak yang lahir dari  perzinahan  

                                                             
5
 Muḥammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, Mugniy al-Muh}ta>j, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 

1997), 233. 
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dan  penodaan  darah (sumbang)  walaupun  secara  hukum  anak tersebut  

sampai  kapan  pun  tidak  mungkin akan  memiliki  ayah  maupun  ibu  

secara yuridis  karena  orang  tua  mereka  dilarang oleh  Undang-undang  

untuk  melakukan pengakuan terhadapnya. 

3. Baik dalam hukum Islam maupun Hukum Positif memberikan 

kesempatan kepada seorang laki-laki untuk melakukan pengakuan 

terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh seorang istri, yang tentunya 

pengakuan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang sudah diatur 

di dalamnya. Meskipun demikian antara kedua hukum tersebut berbeda 

mengenai boleh tidak seorang laki-laki melakukan pengakuan terhadap 

anak luar kawin. 

       Menurut hukum Islam seorang laki-laki tidak diperbolehkan 

melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, hal ini di karenakan 

anak luar kawin dalam hukum Islam statusnya sama dengan anak zina, 

yang mana anak tersebut tidak bisa mendapatkan pengakuan dari 

seorang laki-laki. Hal ini di dasarkan pada hadits yang di riwayatkan 

oleh Abu Hurairah, sebagai berikut : 

ُ عَلَيْوِ وَسَلَّم قَالَ الْلَلَدُ لِلْفِرَاشِ   .وَ لِلْعَا ىِرِ اَ ََْ رُ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ أَنْ رَسُللَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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Artinya : Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasullullah Saw. 

Bersabda :“Anak itu bagi siapa yang mengauli ibunya dan bagi pezinan 

adalah batu sandungan (celaan/rajam).6 

       Imam Asy-Sya>fi’i> berpendapat bahwa anak itu dihubungkan 

kelahiranya kepada hubungan suami istri yang sah.   

       Sedangkan dalam hukum Positif seorang laki-laki boleh melakukan 

pengakuan mekipun status anak tersebut luar kawin. Hal ini di karenakan 

dalam hukum Perdata membagi status anak luar kawin menjadi tiga 

macam yakni : 

1. Anak wajar/anak alami (naturlijke kinderen) adalah anak hasil 

hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dan 

keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain 

dan keduanya tidak dilarang nikah. 

2. Anak sumbang (bloedschenning/incest) adalah anak hasil hubungan 

laki-laki dan perempuan di luar nikah yang keduanya tidak dalam 

ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang 

nikah contohnya antara saudara sekandung. 

3. Anak Zina (overspel) adalah anak hasil hubungan laki-laki dan 

perempuan yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan 

pernikahan dengan orang lain.
7
 

                                                             
6 Al-Imam Asy-Sya>fi’i>,  Al-Umm, diterjemahkan oleh  Ismail Yakub dengan  judul  al-Umm 

Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 93 
7  Juswito Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 104. 
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       Meski demikian Undang-undang hukum perdata juga memberikan 

pengecualian terhadap pengakuan seorang laki-laki terhadap anak luar 

kawin, hal ini seperti yang di jelaskan dalam pasal 272 Kitab Undang-

undang Hukum perdata, yakni “ kecuali anak-anak yang dibenihkan 

dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di 

luar perkawinan, dengan kemudian kawinya bapak dan ibunya akan 

menjadi sah, apabila kedua orang tuanya itu sebelum kawin telah 

mengakui ketentuan-ketentuan undang-undang. 

C. Analisis Pandangan Imam Sya>fi’i> dan Hukum Positif Tentang Status Anak 

Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran. 

      Baik dalam pandangan Imam Sya>fi>’i> maupun hukum Positif, sama-sama 

memberikan hak kepada seorang suami untuk melakukan pengingkaran 

terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, ketika memang seorang suami 

yakin dan dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan 

hasil dari buah persetubuhanya melainkan dari laki-laki lain, atau anak 

tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan sebagai batas waktu minimal 

melahirkan, karena dapat dipastikan anak tersebut dibenihkan sebelum 

perkawinan dilangsungkan. 

       Seorang suami yang menuduh atau mengingkari anak yang dilahirkan 

istrinya harus melakukan sumpah li’an di hadapan hakim, bahwa apa yang 

dituduhkan adalah benar, dan dilanjutkan dengan sumpah yang kelima yakni 

laknat Allah SWT pada dirinya jika apa yang dituduhkan itu salah. Setelah 

suami selesai melakukan sumpah li’an, maka dilanjutkan dengan sumpah li’an 
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yang dilakukan oleh seorang istri. Jika keduanya selesai mengucapkan sumpah 

li’an dan hakim sudah yakin atas bukti-bukti yang di hadirkan di muka 

persidagan, maka hakim akan memisahkan di antara keduanya, dan 

mengikutkan nasab seorang anak pada ibunya saja, dan secara otomatis anak 

yang diingkari oleh seorang laki-laki (suami) hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. 

       Mengenai status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat suami 

mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, menurut Imam Asy-Sya>fi’i> 

terdapat dua kemungkinan :
8
 

1) Apabila anak itu lahir sebelum habis masa maksimal kehamilan setelah 

perceraian atau kematian suami, maka anak itu bernasab kepada 

suaminya. Mengenai batas masa paling lama atau usia maksimal 

kehamilan menurut ulama mazhab Sya>fi’i> adalah empat tahun.
9
  

2) Apabila anak lahir melewati waktu maksimal kehamilan tersebut (yang 

diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau meninggalnya suami). 

Maka menurut jumhur ulama tidak bia di nasabkan kepada suami wanita 

tersebut. Imam Asy-Sya>fi’i> dalam kitabnya Al-Umm mengemukakan 

rincian sebagai berikut : 

a) Jika perceraian itu termasuk talak raj’i dan wanita itu mengakui 

bahwa iddahnya belum habis maka anak itu boleh di nasabkan 

kepada suaminya baik anak itu lahir sebelum masa empat tahun sejak 

terjadinya perceraian, maupun melebihi massa empat tahun. Sebab 

                                                             
8 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Cet.I (Jakarta: Amzah, 2012), 84. 
9 Ibnu Rusy, Tarjamah Bidayatul Mujtahid II, hlm. 596 
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seorang suami dalam talak raj’i masih boleh melakukan hubungan 

seksual dengan istrinya dan hubungan badan di anggap sebagai 

pertanda rujuk. Terkecuali, jika suami mengingkari status anak yang 

dilahirkan oleh istrinya maka anak tersebut tidak bisa di nasabkan ke 

pada laki-laki tersebut (suami). 

       Asy-Sya>fi’i> berkata : “kalau seorang laki-laki mentalak istrinya 

sebagai talak yang memiliki rujuk lalu dia menuduh (istrinya berbuat 

zina atau mengingkari anak yang dilahirkan istrinya) di dalam masa 

iddah, lalu wanita itu menuntut qadzaf (hukuman untuk penuduh), 

maka laki-laki itu harus berli’an, kalau dia tidak memperbuat 

(berli’an) maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had. Dan jika laki-laki 

berli’an, maka atas wanita itu wajib berli’an. Dan jika wanita itu 

tidak mau berli’an maka wanita itu dijatuhi hukuman had karena 

wanita itu dalam pengertian istri.
10

 

b) Jika perceraian itu termasuk dalam kategori talak ba’in dan wanita 

itu mengakui bahwa iddahnya sudah habis, maka anak itu tidak bisa 

dinasabkan kepada suami. Kecuali anak terebut lahir sebelum empat 

tahun sejak terjadinya perceraian dan kelahiran anak tersebut tidak 

diingkari oleh suami. 

       H. Moch Anwar dalam bukunya dasar-dasar hukum Islam dalam 

menetapkan keputusan di pengadilan, mengutip dari kitab Qalyubi 

wa “umairah, Juz IV berpendapat : 

                                                             
10

 Al-Imam Asy-Sya>fi’i>,  Al-Umm, diterjemahkan oleh  Ismail Yakub dengan  judul  al-Umm 

Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 80 
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وَلَلْ ابَاَ نَ هَا بِلُْعٍ اَوْ غَيْرهِِ فَ لَ لَدَ تْ لَارْبعَِ سِنِيَْْ فَمَا دُ وْ نَ هَا مِنْ وَقْتِ اْلِا باَنةَِ 
لُغُ اَرْبعََ سِنِيَْْ وَىِيَ  هَا فَلَا يَ لْحَقُوُ لَانَّ مُدَّ ةَ اْ  مَْلِ تَ ب ْ  َِقَوُ اْ للَ لَدُ اَوِاْ لَا كْشَرِ مِن ْ

 .اكَْثَ رُ مُدَّ توِِ 
 
Artinya : Kalau seorang suami menjatuhkan talak ba’in (talak yang 

tidak boleh diruju) kepada istrinya dengan khulu’ (talak tebus) dan 

yang semisalnya, kemudian bekas istrinya melahirkan anak dalam 

kurun waktu empat tahun atau kurang, dihitung sejak menjatuhkan 

talak ba’in, maka anaknya merupakan hak bekas suami. Tetapi 

apabila lebih dari empat tahun, maka bukan merupakan anak bekas 

suaminya, sebab waktu hamil paling lama empat tahun.
11

 

 

       Mengenai pengingkaran seorang dalam kondisi seorang istri 

yang di talak ba’in , Imam Asy-Sya>fi’i> berkata : “Maka jika ada 

orang berkata: “Bagaimana  pendapatmu jika wanita itu hamil atau 

lahir anak dari wanita yang dihubungkan nasabnya dengan laki-laki 

lalu laki-laki menafikkan dari padanya di mana laki-laki itu menuduh 

wanita itu (berbuat zina), dan tuduhan itu berlaku, sedangkan 

perempuan itu bukan istrinya bagaimana tat cara berli’an diantara 

keduanya ? 

       Dijawab kepadanya : “Insya Allah ta’ala sebagaimana anak itu 

di hubungkan denganya walaupun wanita itu bain dari suaminya di 

mana wanita itu adalah istrinya maka ditetapkan hukum anak wanita 

itu bukanlah hukum kedua bekas suami istri secara terpisah selain 

                                                             
11

 Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama, ( 

Bandung : CV.Dipenonegoro, 1991) 111. 
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anak, dimana wanita itu adalah istri. Demikian juga berli’an diantara 

keduanya disebabkan anak karena wanita itu adalah istri. Adakah 

tidak anada melihat dalam menghubungkan anak sesudah wanita itu 

ba’in dari laki-laki sama halnya kalau wanita itu masih bersama laki-

laki (suami-nya), demikian juga laki-laki itu berli’an dan 

menafikanya. Dan kalau Rasullulah SAW, menafikan anak 

sedangkan wanita itu istrinya lalu beliau (Nabi) mengilangkan 

tempat tidur, (tidak menasabkan anak kepada ayahnya) adalah anak 

itu lebih utama dinafikan sesudah jelas (persoalanya) atau seperti 

keadaan yang belum jelas.
12

 

        Dari uraian diatas maka menurut pandangan Imam Sya>fi’i> mengenai 

status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran yang dilakukan 

oleh suami, maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina (anak diluar 

perkawinan yang sah) yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.  

       Dalam hukum Positif, dijelaskan bahwa seorang suami dapat menyangkal 

sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan 

bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. 

(Pasal 44). Sejalan dengan hal di atas dalam Undang-undang hukum perdata 

dijelaskan, seorang suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan 

istrinya dalam empat hal, yaitu : 

                                                             
12 Al-Imam Asy-Sya>fi’i>,  Al-Umm, diterjemahkan oleh  Ismail Yakub dengan  judul  al-Umm 

Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 81 
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1) Bilamana anak dilahirkan sebelum hari ke-180, terhitung sejak hari 

dilangsungkan perkawinan. 

2) Bilamana suami sejak hari ke-300 sampai 180 hari sebelum lahirnya 

anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu kebetulan, 

sehingga berada dalam ketidak mungkinan untuk bersetubuh dengan 

istrinya secara nyata (pasal 252 B.W). 

3) Jika istri berbuat overspal dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut 

terhadap suaminya (Pasal 253 B.W.).  Hal ini hanya mungkin terjadi, 

bila suami istri tidak hidup bersama, misalnya dalam keadaan pisah meja 

dan tempat tidur atau dapat juga karena istri diketahui hidup bersama 

orang lain. 

       Seorang suami yang menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan 

oleh istrinya maka harus membuktikan di muka persidangan bahwa anak 

tersebut bukanlah anaknya. Mengenai pembuktian di dalam hukum Positif 

di jelaskan dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang hukum perdata dan 

pasal 164 HIR, yang terdiri dari : 

a. Bukti Tulisan. Mengenai alat bukti dalam penyangkalan status anak 

suami harus dapat membuktikan dalam bentuk : 

1. Akta perkawinan suami dan istri; 

2. Akta kelahiran, dari akte kelahiran tersebut dapat diketahui, 

mengenai : 

a. Siapakah ibu dari anak itu; dan 

b. Kapan anak itu dilahirkan. 
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3. Akta perceraian suami dan istri; 

b. Bukti saksi. “Alat bukti saksi dalam Islam disebut dengan syahid (saksi 

lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata 

musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri”. 

Dasar alat bukti saksi menurut Islam terdapat Al-qur’an, surat Al-

Baqarah ayat 282. 

c. Persangkaan. Alat bukti persangkaan adalah “kesimpulan yang oleh 

Undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang di 

ketahui umum ke arah peristiwa yang tidak di ketahui umum”.
13

 

       Menurut pasal 1951 KUH Perdata, ada dua macam persangkaan, 

yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan berdasarkan 

kesimpulan-kesimpulan yang di tarik oleh hakim. 

d. Pengakuan. Alat bukti pengakuan dalam Acara peradilan Islam disebut 

al-iqrar dan dalam bahasa Acara Peradilan umum disebut bekentenis 

(Belanda). Confenssion  (Inggris). Yang artinya ialah salah satu pihak 

atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat “di muka sidang” 

bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawanya adalah benar.
14

 

a. Sumpah. Alat bukti sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan 

yang dikuatkan atas nama tuhan, dengan tujuan agar orang yang 

                                                             
13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 4 (Jakarta : Sianar Grafika, 2006), 684. 
14 Ibid, 782 
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bersumpah tersebut takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong, 

sehingga terdorong untuk menerangkan yang sebenarnya.
15

 

       Alat bukti sumpah dalam hukum acara perdata, menurut sistem HIR 

atau RBg dikenal tiga macam : 

1) Sumpah Supletoir Atau Sumpah Pelengkap.  

2) Sumpah Penaksiran (pasal 155 HIR,182 RBg, 1940 BW).  

3) Sumpah Decissoir atau Sumpah Pemutus (pasal 156 HIR, 183 RBg, 

1930 BW).  

       Mengenai alat bukti dalam penyangkalan status anak yang 

dilakukan oleh suami maka alat bukti sumpah yang digunakan adalah 

sumpah supletoir atau sumpah pelengkap, (sumpah li’an) yang mana 

hakim memohon kepada kedua belah pihak untuk mengucapkan 

sumpah atas permasalahan yang di persesengketakan yakni mengenai 

pengingkaran status anak. 

       Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, hakim 

juga bisa mengunakan hasil tes DNA. Hasil pemeriksaan DNA sangat 

membantu hakim dalam menguatkan keyakinannya terhadap kebenaran 

pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut didasarkan pada keakuratan dari 

hasil tes DNA. Hal ini sangat beralasan karena memberikan kebebasan 

kepada hakim untuk dapat menerima pembuktian asal usul anak melalui 

hasil pemeriksaan secara medis yang dikenal dengan tes DNA. Dengan bukti 

surat resmi dari laboratium/ rumah sakit dan keterangan dokter tersebut, 

                                                             
15 Ibid, 745 
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hakim akan dapat mengambil keputusan bahwa anak tersebut benar atau 

tidak berasal dari ayahnya. Dengan dihadirkan beberapa alat bukti di muka 

persidangan dan diantara suami-istri telaka melaksanakan sumpah li’an 

(pengingkaran) dengan sempurna, maka hakim akan memutuskan 

permasalahan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan keyakinan 

hakim itu sendiri. Hal ini sesuai dengan sifat hakim yaitu declaratoir, yang 

mana hakim memetuskan perkara sesuai dengan fakta dan keadaan atau 

kedudukan yang sah menurut hukum semata serta dengan bukti yang di 

hadirkan dalam persidangan. Implikasi dari putusan pengadilan yakni pada 

statsu anak. Anak yang diingkari oleh suami maka status anak tersebut 

adalah anak luar kawin, yang mana anak tersebut hanya mempunyai 

hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43). 

       Perlu di ingat bahwa ketentuan dalam pasal 43 telah mengalami yudicial 

riview dengan dikeluarkanya putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 Pada 

tanggal 17 Februari 2010 oleh Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil 

pasal 43 ayat (1) mengenai status anak luar kawin, sehinga pasal tersebut 

harus di baca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
16

 

       Dari ketentuan pasal tersebut di atas, meskipun anak yang diingkari oleh 

suami tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi 

anak tersebut juga bisa mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain  

apabila laki-laki tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah dengan anak tersebut. Hubungan tersebut hanya berupa hubungan 

secara biologis bukan secara yuridis, yang mana anak tersebut masih bisa 

menuntut hak dari seorang lai-laki tersebut, meskipun hak tersebut hanya 

berupa hak kebendaan saja. 

 

      

                                                             
16 Amar Putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konsttusi tentang Yudicial Riviuw Pasal 

43 


